PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR 514/P/SK/HT/2015

TENTANG

DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 69 Peraturan
Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014, perlu menetapkan
Peraturan Rektor tentang Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada;

:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5454);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor
4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance)
Universitas Gadjah Mada;

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor
12/SK/IMWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah
Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017,

Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 13
Februari 2015;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN KEHORMATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.

Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.

Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat
Universitas Gadjah Mada.

Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas
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Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah Dewan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar adalah Guru Besar aktif di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat DKU, adalah
perangkat Universitas Gadjah Mada yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas
pelanggaran Kode Etik dan Tata Perilaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Sekolah adalah Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Dosen adalah Dosen aktif di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada.
Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Kode Etik UGM adalah ketentuan perilaku dalam penyelenggaraan Universitas Gadjah
Mada yang mengikat seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada.

Tata Perilaku adalah serangkaian ketentuan yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.

Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas adalah serangkaian ketentuan yang
mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan Universitas Gadjah
Mada.

Pengaduan/Pelaporan adalah aduan/laporan adanya pelanggaran atau penyimpangan
yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa terhadap Kode
Etik, Tata Perilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada.
Pengadu/Pelapor adalah orang yang menyampaikan Pengaduan/Pelaporan karena
mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan Dosen, Tenaga Kependidikan,
dan/atau Mahasiswa yang dianggap menyimpang dari Kode Etik, Tata Perilaku,
dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada.

Pihak yang diadukan/Terlapor adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau
Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode
Etik, Tata Perilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada.
Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian
yang berkaitan dengan Pengaduan.

Ahli adalah orang yang diminta untuk membantu memberikan keterangan mengenai
kebenaran peristiwa di persidangan berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang
dimilikinya.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN ASAS

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 2

DKU bertugas menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran Kode Etik,

Tata Perilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas yang dilakukan

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa di lingkungan Universitas.

DKU berwenang:

a. menerima dan memroses Pengaduan/Pelaporan terhadap pelanggaran Kode Etik,
Tata Perilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas yang dilakukan
Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa di lingkungan Universitas;

b. memfasilitasi upaya mediasi antara Pelapor dan Terlapor;

c. melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan/Pelaporan termasuk di dalamnya
mengundang Saksi dan Ahli dalam persidangan; dan

d. memutuskan persidangan dan menjatuhkan sanksi.
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Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

Setiap anggota DKU harus memegang teguh asas:

a. Obyektivitas, yaitu bertindak secara obyektif dan tidak memihak salah satu pihak
yang bermasalah dan/atau bersengketa;

b. Independensi, yaitu tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam permasalahan
dan/atau persengketaan yang sedang ditangani dan tidak terpengaruh oleh faktor-
faktor luar; dan

c. Kerahasiaan, yaitu tidak mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia dalam
penyelesaian suatu masalah dan/atau sengketa kepada pihak ketiga yang tidak
berkepentingan.

Setiap kasus yang menjadi tugas dan kewenangan DKU sedapat mungkin diselesaikan

pada tingkat Fakultas/Sekolah, kecuali terhadap plagiarisme dan kasus-kasus yang

mendapat perhatian publik dapat langsung diselesaikan oleh DKU pada tingkat
pertama dan terakhir.

BAB Il
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Anggota DKU ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan SA.
Anggota DKU berjumlah 7 (tujuh) orang dari Fakultas/Sekolah yang berbeda, terdiri
dari 3 (tiga) orang Guru Besar anggota DGB dan 4 (empat) orang Guru Besar anggota
SA.
Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota DKU harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. berjiwa Pancasila;
b. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi dan kepribadian yang tidak tercela, serta

tanggung janji;
c.  sehat jasmani dan rohani; dan
d. tidak pernah melanggar Kode Etik dan Tata Perilaku.
Masa jabatan anggota DKU 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Anggota DKU

Pasal 5

Penjaringan bakal calon anggota DKU:

a. dari unsur DGB, Ketua SA mengajukan surat permintaan kepada Ketua DGB
untuk menyampaikan usulan daftar nama guru besar yang akan dijadikan sebagai
bakal calon Anggota DKU sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang; dan

b. dari unsur SA, dilakukan pemilihan diantara para anggota SA pada saat rapat
Pemilihan Anggota DKU.

Rapat Pemilihan Anggota DKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan oleh SA dengan cara pemungutan suara diantara bakal calon Anggota

DKU yang telah diusulkan dari masing-masing unsur.
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Pemilihan dilakukan secara bertahap dimulai dengan pemilihan calon Anggota DKU
unsur DGB dan selanjutnya pemilihan calon Anggota DKU unsur SA.
Calon Anggota DKU terpilih diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pimpinan DKU

Pasal 6
DKU dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
Ketua dan Sekretaris DKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota
unsur DGB.
Ketua dan Sekretaris DKU dipilih oleh SA dalam rapat anggota DKU sesaat setelah
terbentuknya DKU.
Ketua dan Sekretaris DKU diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Berakhirnya Status Keanggotaan

Pasal 7
Keanggotaan DKU berakhir karena salah satu sebab berikut:
berakhir masa jabatannya;
berhalangan tetap;
mengundurkan diri;
memperoleh sanksi karena melanggar Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap;
meninggal dunia;
tidak lagi sebagai anggota DGB bagi yang mewakili unsur DGB dan/atau tidak
lagi sebagai anggota SA bagi yang mewakili unsur SA.
Dalam hal anggota berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, SA segera memilih
anggota baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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Bagian Kelima
Tim Ad-Hoc

Pasal 8
DKU dapat membentuk Tim Ad-Hoc yang terdiri dari Anggota DKU dan unsur lain di
luar keanggotaan DKU berdasarkan kasus yang sedang ditangani.
Jumlah Anggota Tim Ad-Hoc ditentukan oleh DKU berdasarkan kebutuhan atas kasus
yang sedang ditangani.
Tim Ad-Hoc ditetapkan oleh Rektor atas usulan Ketua DKU.

BAB IV
PENGADUAN/PELAPORAN

Pasal 9

Pengaduan/Pelaporan dapat diajukan oleh:

Qoo

Dosen;

Tenaga Kependidikan;
Mahasiswan; dan/atau
Masyarakat umum.

Pasal 10
Pengaduan/Pelaporan diajukan secara tertulis oleh Pengadu/Pelapor kepada DKU
atau melalui unit kerja yang membawahi Pihak yang diadukan/Terlapor.
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Pengaduan/Pelaporan harus berisi:

a. identitas Pengadu/Pelapor dan Pihak yang diadukan/Terlapor,

b. alasan Pengaduan/Pelaporan, yang memuat tentang peristiwa dan Kode Etik, Tata
Perilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas yang dilanggar; dan

c. permintaan dari Pengadu/Pelapor terkait dengan Pengaduan/Pelaporannya.

Pengaduan/Pelaporan waijib menyertakan alat bukti atau keterangan mengenai Saksi.

BAB YV
PERSIDANGAN

Bagian Kesatu
Verifikasi Pengaduan

Pasal 11
Anggota DKU dilarang mempunyai hubungan kekeluargaan baik melalui perkawinan
maupun pertalian darah sampai derajat ketiga dengan para pihak yang sedang
bersengketa.
Dalam hal ada Anggota DKU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka anggota tersebut tidak diikutsertakan pada saat sidang.

Pasal 12

Pengaduan/Pelaporan dibahas melalui rapat DKU untuk memutuskan:
a. memenuhi syarat, maka dapat diproses lebih lanjut; atau
b. tidak memenuhi syarat, maka Pengaduan/Pelaporan ditolak atau dikembalikan

kepada Pelapor.
Untuk menangani Pengaduan/Pelaporan yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ketua DKU dapat membentuk Majelis yang terdiri atas
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Anggota DKU maupun
Anggota Ad-Hoc.

Pasal 13

Dalam hal Pengaduan/Pelaporan memenuhi syarat:

a.

b.

DKU menyampaikan fotokopi surat Pengaduan/Pelaporan dalam paling lama 2 (dua)
minggu kepada Pihak yang diadukan/Terlapor;

dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah menerima fotokopi surat
Pengaduan/Pelaporan, Pihak yang diadukan/Terlapor wajib memberi jawaban secara
tertulis disertai alat-alat bukti dan kesaksian yang dianggap periu;

apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu, Pihak yang diadukan/Terlapor tidak
memberi jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya;

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah menerima atau tidak
menerima jawaban tertulis dari Pihak yang diadukan/Terlapor, DKU dapat menentukan
hari sidang; dan

Surat Panggilan tertulis untuk menghadiri persidangan harus sudah diterima oleh
Pengadu/Pelapor dan Pihak yang diadukan/Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum hari sidang.

Bagian Kedua
Persidangan

Pasal 14

Sidang DKU dipimpin oleh Ketua, kecuali apabila Ketua berhalangan sidang dipimpin oleh
Sekretaris atau anggota tertua.



Pasal 15

Pengadu/Pelapor dan Pihak yang diadukan/Terlapor wajib datang di persidangan dan tidak

dapat diwakilkan atau didampingi.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pengadu/Pelapor telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa
alasan yang sah, Pengaduan/Pelaporan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan
lagi.

(2) Dalam hal Pihak yang diadukan/Terlapor telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak
datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya Pihak yang
diadukan/Terlapor.

(3) DKU dalam melakukan pemanggilan untuk kedua dan/atau ketiga kali, perlu
mengindahkan jangka waktu yang layak antara diterimanya panggilan dengan hari
sidang.

(4) DKU berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya Pengadu/Pelapor
dan/atau Pihak yang diadukan/Terlapor, yang keputusannya mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan biasa.

Pasal 17

(1) Dalam sidang pertama yang dihadiri oleh Pengadu/Pelapor dan Pihak yang
diadukan/Terlapor DKU wajib mengusahakan tercapainya perdamaian.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setiap saat selama
pemeriksaan berlangsung dan belum dijatuhkannya keputusan.

(3) Dalam hal perdamaian tercapai, Pengadu/Pelapor dapat mencabut Pengaduannya
disertai persetujuan dari Pihak yang diadukan/Terlapor atau dibuat akta perdamaian
yang mempunyai kekuatan mengikat yang dijadikan keputusan DKU.

(4) Dalam hal perdamaian tidak tercapai, sidang selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 18
Di dalam persidangan, Pengadu/Perlapor dan Pihak yang diadukan/Terlapor diminta
mengemukakan alasan-alasan Pengaduan/Pelaporan dan pembelaannya.

Bagian Ketiga
Saksi dan Ahli

Pasal 19
(1) DKU dapat mengundang Saksi dari pihak Pengadu/Pelapor dan Pihak yang
diadukan/Terlapor serta meminta keterangan Ahli untuk mendukung DKU dalam
menyusun keputusan.
(2) Dalam sidang yang dilakukan oleh DKU, Saksi dan/atau Ahli wajib:
a. hadir bila diperlukan, kecuali ia mempunyai alasan yang sah untuk tidak dapat
menghadiri persidangan; dan
b. memberikan keterangan secara jujur sesuai kesaksiannya.

Pasal 20
DKU selanjutnya memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi dan/atau Ahli.

BAB ViI
KEPUTUSAN

Pasal 21
(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan Pengaduan/Pelaporan, pembelaan, alat
bukti, keterangan Saksi dan/atau Ahli, DKU mengadakan musyawarah dalam sidang

tertutup untuk mengambil keputusan.



(2) Keputusan dapat:
a. menolak Pengaduan/Pelaporan, atau
b. menerima Pengaduan/Pelaporan, selanjutnya menentukan sanksi yang diberikan.

Pasal 22

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibuat secara tertulis dan
memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan dan menunjuk pada
pasal-pasal Kode Etik yang menjadi alasan

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diucapkan dalam sidang
terbuka dengan atau tanpa hadirnya Pengadu/Pelapor dan Pihak yang
diadukan/Terlapor, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu
sidang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 23
(1) Keputusan DKU ditandatangani oleh semua Anggota DKU yang hadir sewaktu
musyawarah pengambilan keputusan.
(2) Apabila ada anggota yang berhalangan hadir harus disebutkan dalam keputusan terkait
alasan ketidakhadirannya.

Pasal 24
Setiap keputusan diumumkan dalam bentuk kutipan pada rapat Senat Akademik.

Pasal 25
(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan diambil,
keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan.
(2) Salinan keputusan disampaikan kepada Rektor dan unit kerja terkait.

Pasal 26
Keputusan DKU merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir.

BAB Viil
REKOMENDASI

Pasal 27

(1) DKU memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk penjatuhan sanksi yang
dituangkan dalam keputusan berupa:

a. Peringatan biasa; atau

b. Peringatan keras.

(2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat:

a. menerima sepenuhnya, selanjutnya memberikan keputusan penundaan atau
penurunan pangkat dan/atau jabatan, atau menghentikan sebagai pegawai, atau
memberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat;

b. menerima sebagian, selanjutnya memberikan keputusan sesuai pertimbangan
Rektor; atau

c. menolak keputusan DKU disertai dasar dan pertimbangan penolakan.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula disertai dengan usulan
untuk menonaktifkan sementara, sebelum sanksi dijatuhkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Apabila Rektor belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), DKU menanyakan secara tertulis kepada Rektor.

(5) Apabila setelah menanyakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak
mendapatkan jawaban atau belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), DKU mengirimkan surat kepada MWA.



Pasal 28
(1) Dalam hal Pihak yang diadukan/Terlapor ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran,
maka DKU memerintahkan kepada Pengadu/Pelapor untuk menyampaikan permintaan
maaf dan merehabilitasi nama baik Pihak yang diadukan/Terlapor.
(2) Permintaan maaf dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam
laman resmi Universitas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:
1. Pembentukan Dewan Kehormatan Universitas dilakukan paling lama tanggal
30 Juni 2015.
2. SAmengusulkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota DKU paling lama tanggal 31 Juli
2015.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

: Pasal 30
(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada
Nomor 33/P/SK/HT/2006 tentang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas
Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Mei 2015

Rektor "0/
ffe: Ve
arnawati, MSc., Ph.D
)
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